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Perubahan iklim akibat peningkatan suhu bumi merupakan ancaman yang semakin serius bagi umat manusia
dan planet bumi. Untuk mengatasi perubahan iklim dan dampak negatifnya, Indonesia sebagai salah satu
peserta COP21 telah berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% dengan upaya sendiri dan
41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah dalam pasal
13 UU HPP sepakat untuk mengenakan pajak karbon mulai 1 April 2022 untuk sektor pembangkit listrik
tenaga batubara dengan skema cap and tax. Namun, penerapan pajak karbon ditunda hingga tahun 2025.
Aturan teknis pgjak karbon dan mekanisme pasar karbon belum siap. Lebih lanjut, skema yang digunakan
untuk pengenaan pajak karbon di pembangkit listrik tenaga batubara secara administratif rumit dan mahal.
Di sisi lain, 66% produksi listrik di Indonesia masih berasal dari pembangkit listrik tenaga batubara.
Pengenaan pajak karbon pada pembangkit listrik berbahan bakar batubara memiliki efek domino. Hasil
penelitian sebelumnya menyarankan bahwa pajak karbon lebih baik dipungut di sumber hulu dimana metode
pemungutan pajak secara administratif lebih mudah dan efisien. Selain itu, Pemerintah harus memperhatikan
waktu yang tepat untuk menerapkan pajak karbon dengan melihat kesiapan industri. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis desain pemungutan pajak karbon dan mengevaluasi kesiapan perusahaan pembangkit
listrik tenaga batubara untuk menerapkan pajak karbon. Dengan menggunakan teknik dokumentasi dan
wawancara, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pajak karbon tidak dirancang dengan baik saat
penyusunan aturan. Selain itu, waktu untuk menerapkan pajak karbon pada pembangkit listrik tenaga
batubara kurang tepat. Hal tersebut mengakibatkan tertundanya penerapan pajak karbon.

...... Climate change due to increase in earth's temperature is a serious threat to mankind and the earth. To
overcome climate change and its negative impacts, Indonesia as a COP21 participant has committed to
reduce 29% of GHG emissions by its own efforts and 41% by international support in 2030. Following up
on this, the government regulate in article 13 of the HPP Law to impose carbon tax starting in April 1, 2022
for the coal-fired power plant sector with a cap and tax scheme. However, the implementation of the carbon
tax was postponed until 2025. The technical rule for carbon tax and carbon market mechanism are not ready
yet. Furthermore, the scheme used for carbon taxation in coal-fired power plants is administratively complex
and expensive. On the other hand, 66% of electricity in Indonesiais still produced by coal-fired power
plants. Imposing a carbon tax on coal-fired power plants have a domino effect. The result of previous study
suggests that carbon tax is better collected in upstream sources where the tax collection method is
administratively easier and more efficient. In addition, the Government should pay attention to the right time
to implement a carbon tax by looking at the readiness of the industry. This study aims to analyze the design
of carbon tax collection and evaluate the readiness of coal-fired power plants' company to implement carbon
tax. By using documentation and interview techniques, the results of the research show that the carbon tax
was not well designed while drafting the rules. In addition, the timing of implementing carbon tax on coal-
fired power plants was inappropriate. These factors result in delaying in the implementation of the carbon
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tax.



